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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan, Kode Pos 20112
Telepon (061)4537728, Faks. (061) 4537728

Email : sekretariatdprd@Demko.oo.id, Website : www.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAXILAI{ RAIffAT DAERAII
KOTA MEDAI{

TENTANG
PEMBENTUKAil KOMPOSISI PERSONALIA PAITITIA IGIUSUS

PEMBAIIASAIT RANCANGA.IT PERATI'RAN DAERAH KOTA UEDAN
TEITTANG PEITETAPAI| ZONASI PXL DI KOTA ItrEDA.lt

DEWAN PERWANILAN RAJ(YAT DAERAII KOTA MEDAN

Menlmbaag a bahwa keberadaal pedagang kaki lima sebagai salah satu
sektor informal dari lapangan pekerjaan di Kota Medan perlu
mendapat penataan sedemikian rupa demi mewujudkan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam melindungi segenap bangsa dengan
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan
penghidupan masyarakat, dalam rangka mewujudkan
kesej ahteraan bangsa;

b. bahwa pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin pesat

dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak
terganggunya lalu lintas jalan, keindahan dan kenyamanan,
estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan
perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan pedagang kaki
lima;

c bahwa Pemerintah Kota Medan sebagai pemangku kepentingan
memiliki kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap pedagang kaki lima melalui Penetapan 7-nnasi

Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penetapan Zonasi Aktivitas
pedagang Kaki Lima.
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Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092 );

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 39,
Tambahan lembaran Negara Republik INdonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OOa ttrfiangJalan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 732, Tatnbahan
Le,1tarl,r *r.*g? Republi(lpdoTgfia Nomor ++4!l; ' ''

Lr, 1ll, /,. i L (l ("'
6. Undang-tindang Nomor 25 Tahun 2O07 tentang Penanaman

Modal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
47241;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (t,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O25);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O59);
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
l82,Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Noomor 58, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor l3l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3867);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O04 tentang Keamanan
Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun
2OO4 Nomor lO7 Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4424);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 20O6 tentang Jalan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 86,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20ll tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen

Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2O11 Nomor 61, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5221);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (l'embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

1g. peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73'

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6oa4ll;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

21. peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2Ol2 tefifrrrg Koordinasi

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang

Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O tahun 2O18

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2O18 Nomor 1557);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l (Be1lrta Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 888);

24. Peraturan Daerah kota Medan Nomor 08 Tahun 2O09 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun

2006-2025 (kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 20O9 Nomor

08);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 20O9 tentang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Medan

Tahun 20O9 Nomor 23);
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Memperhatikan

Menetapksn

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Witayah Kota Medan Tahun 2Oll-2O31

(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2O11 Nomor 13);

2|.Peratsran Daerah Kota Medan Nomor O9 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan

(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor O9);

28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 02 Tahun 2015 tentang

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 7'otasi Kota Medan

Tahun 2015-2035 (l,embaran Daerah Kota Medan Tahun 2015

Nomor 02);

30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Medan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun

2016 Nomor l1).

31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2020 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2l

(trmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 3);

32. Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan Nomor

1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan

Perwakilan Raliryat Daerah Kota Medal Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020

Nomor.

Berita Acara Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penetapan Tnnasi
PKL di Kota Medan tanggal 31 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

I{EPUTUSAN DEWAIT PERWAISLAIT RAXYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTAITG PEMBENTUI{AIT KOMPOSISI PERSONALIA

PANITIA I(IIUSUS PEMBAIIASAN RANCANGAI{ PERATURAN

DAERAII KOTA MEDAN TET{TANG PENETAPAN ZONASI PXL
DI KOTA MEDAN.

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1O Tahun 2Ol4 terrtang

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan;



KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia
Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Penetapan
Zor,asi PKL di Kota Medan , sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota
Medan tentang Penetapan Tnr,asi PKL di Kota Medan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan
perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di tedan
pada tanggal 3r Agustus 2(Nl1

DEWAI{ PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KOTATIED. Ketue,
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H. rIIw/tN RrTOr[GA,S.E.,U.U rr. RArrrDnt SAGAr,A,S.Pd.I .T BATTRTTMSY/Ur,S.H.,M.H

Tem
l. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medal
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Pertinggal
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NO NAMA FR.AKSI KET

1 HENDRI DUIN KETUA PANSUS

2 RUDIAWAN SITORUS, S.Fill, M.Pem I

ROBBY BARUS, S.E.,MAP

4 EDWARD HUTABARAT

5 lr. SAHAT SIMBOLON

6 NETTY YUNIATI SIREGAR ANGGOTA

7 SITISUCIATI, S.H ANGGOTA

B ABDUL LATIF LUBIS M.Pd ANGGOTA

I SUKAMTO, S.E ANGGOTA

10 ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H ANGGOTA

11 MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, SM ANGGOTA

'12 T. ERDIANSYAH RENDY, S.H ANGGOTA

13 PARLINDUNGAN, S.H.,M.H ANGGOTA

ERWIN SIAHAAN ANGGOTA

LAUPIRAI{ KOUPiOSISI PERSOIT.IILIA PATTITIA I(IIUSUS PEUBAHAfIAII
RAIIPERDA KOTA UID/Til TEITTANG PTITETAPAN ZOI{ASI PKL DI
KOTA IIEDAIT

DEWAN PERWAISI.AN RAI(YAT DAERAH

\ E
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o

fialrit t(6f1p, Wakit

H, rHw/IN RrTOI|GA,S.E.,M.U H. RA.rrIDff SAGALI\,S.Pd.I T BAIIRIIMSYAH,S.H.,M.H

fifakll l(sfua,

WAKIL KETUA
PANSUS

J ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA
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